
 
 

 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR  

NOMOR   23  TAHUN 2024  

TENTANG 

ANALISIS STANDAR BELANJA  
TAHUN ANGGARAN 2025  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 39 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 
Anggaran 2025;  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021  Nomor  246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6736); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6736); 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4490) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157);  
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;      

(pindahan dari nomor 7); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 2);  

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA 
TAHUN ANGGARAN 2025. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB 
adalah standar yang digunakan untuk menganalisis 

kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau 
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
untuk satu tahun anggaran. 



- 4 - 
 

 

5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta 

anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk 
dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris 

Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya 

terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai dengan 

kebutuhan. 
 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
 

Bagian Kesatu 
Maksud 

Pasal 2 

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan 
perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang 
efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
 

Bagian Kedua  
Tujuan 

Pasal 3 

Penerapan ASB bertujuan untuk:  

a. menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya;  

b. memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan 
anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; 

dan  

c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan 
keuangan daerah. 

 
Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 

Pasal 4 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. jenis ASB; 

b. komponen ASB; dan 

c. pengendalian dan pengawasan. 
 

 



- 5 - 
 

 

BAB III 
ANALISIS STANDAR BELANJA  

 
Pasal 5  

 
(1) Bupati menetapkan ASB Tahun Anggaran 2025 di Daerah. 

(2) Penetapan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

 

 
BAB IV 

JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA  
 

Pasal 6  

 
(1) ASB dalam sub kegiatan terdiri dari: 

a. ASB nonfisik; dan 

b. ASB fisik. 

(2) Setiap sub kegiatan yang memiliki memiliki kemiripan pola 

sub kegiatan dan beban kerja yang setara dengan sub 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu 
pada ASB. 

(3) Perhitungan dan tata cara penerapan ASB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

 

 
BAB V 

KOMPONEN ANALISIS STANDAR BELANJA  
 

Pasal 7 

 
Komponen ASB meliputi:  

a. definisi;  

b. formula; dan 

c. objek belanja. 

 
Pasal 8 

 

(1) Definisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 
merupakan penjelasan berdasarkan pendapat para ahli atau 

ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. 

(2) Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 
adalah rumusan standar pada setiap ASB. 

(3) Objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 
adalah objek belanja yang seharusnya ada dalam setiap sub 
kegiatan yang mengacu pada ASB yang dimaksud. 
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BAB VI 
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 9 

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka 

penyusunan RKA-SKPD dilakukan oleh Kepala Perangkat 
Daerah.  

Pasal 10 

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh 
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi 
pengawasan. 

 
BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap sub 

kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan 
Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan, dengan ketentuan 

besaran total belanja dan ketentuan alokasi rincian objek 
belanja berdasarkan pembahasan dengan Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah. 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 12 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Banjar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja 
dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten 
Banjar Tahun 2023 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku.  

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.  
 

Ditetapkan di Martapura 

pada tanggal 24 Juni 2024 

BUPATI BANJAR, 

 

       Ttd 

 

SAIDI MANSYUR 

Diundangkan di Martapura  

pada tanggal 24 Juni 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 

Ttd 

 

MOKHAMAD HILMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 23 


